
 
 

 
 

WALI KOTA DUMAI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN WALI KOTA DUMAI 
NOMOR 3 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 97  TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA DUMAI, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1)  

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 
tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja 

Tahun 2023; 
  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 Tentang 

Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 
Periode Kedua Pada Tahun 2022 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Riau 
Nomor : Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan 
Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerinta Kabupaten/Kota 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023;  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3839); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor  
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 44210);  
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 



sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

248,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6279); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (berita negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1213); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
170/PMK.07/2022 Tentang Dana Insentif Daerah untuk 

Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 
2022; 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

171/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal 
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan 
Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan 
Penggunannya Tahun Anggaran 2023; 

  19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai 
Tahun 2022 Nomor 3 Seri E); 

 



  20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022 tentang 
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 
3 Seri A). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 97 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.  

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 97 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri 
A), Sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Walikota Nomor 3 
Tahun 2023 tentang Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 97 Tahun 

2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023  sebagai berikut: 

  

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 2 
 
(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah. 
(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diubah untuk 

penyesuaian alokasi pendapatan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendanai keperluan mendesak pada kondisi tertentu 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai   

berikut: 
Pasal 3 

 
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan 
sebesar Rp. 1,614,144,563,134,- (satu triliun enam ratus empat 

belas milyar seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh 
tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang bersumber dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 
b. Pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan yang sah. 

 
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 
 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud (1), 
setelah perubahan penjabaran APBD direncanakan menjadi 
sebesar Rp.1,177,041,556,539,- (satu triliun seratus tujuh 

puluh tujuh milyar empat puluh satu juta lima ratus lima 
puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang 

terdiri atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 



b. pendapatan transfer antar daerah. 
 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

pada ayat 2 huruf a, sebesar Rp.1,026,451,489,988, (satu 
triliun dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh satu 
juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus 

delapan puluh delapan rupiah). 
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pada ayat 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 
150,590,066,551,-(seratus lima puluh milyar lima ratus 
sembilan puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus lima 

puluh satu rupiah). 
 

 

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10 

 
(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat 2, setelah perubahan penjabaran APBD 
direncanakan menjadi sebesar Rp.1,026,451,489,988,-(satu 
triliun dua puluh enam milyar empat ratus lima puluh satu 

juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus 
delapan puluh delapan rupiah). yang terdiri atas: 

a. dana perimbangan; dan 
b. dana insentif daerah. 

(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1,020,514,950,988,- 
(satu triliun dua puluh milyar lima ratus empat belas juta 
sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh 

delapan rupiah) 
(3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.5,936,539,000,-(lima 
milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus tiga 
puluh sembilan ribu rupiah). 

 
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 12 
 

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana 
dimaksud   dalam Pasal 9 ayat (3) setelah perubahan 
penjabaran APBD direncanakan menjadi sebesar 

Rp.150,590,066,551,- (seratus lima puluh  milyar lima ratus 
sembilan puluh juta enam puluh enam ribu lima  ratus lima 

puluh satu rupiah). 
 
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 13 

             

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 setelah perubahan 
penjabaran APBD direncanakan menjadi sebesar Rp. 

1,658,175,481,637,- (satu triliun enam ratus lima puluh delapan 
milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh 
satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah),yang terdiri atas : 

a. Belanja operasional; 



b. Belanja modal; 
c. Belanja tidak terduga;  

 
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 14 
 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1,246,879,755,354 
(satu triliun dua ratus empat puluh enam milyar delapan ratus 

tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu 
tiga ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai 

b. belanja barang dan jasa; 
c. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
direncanakan sebesar Rp. 641,713,418,680,- (enam ratus 
empat puluh satu milyar tujuh ratus tiga belas juta empat 

ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) 
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, direncanakan sebesar Rp.560,724,476,702,- (lima 

ratus enam puluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta 
empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) 

(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c,  direncanakan sebesar Rp. 3,059,350,000 (tiga milyar 
lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 

 
8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai 

berikut: 
Pasal 20 

 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 372,165,859,081,- (tiga 
ratus tujuh puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta 

delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu 
rupiah) yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;  
e. belanja modal aset tetap lainya; 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 
huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4,445,000,650,- (empat 
milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus lima 

puluh rupiah). 
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 

68,161,528,924,- (enam puluh delapan milyar seratus enam 
puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan 

ratus dua puluh empat rupiah) 
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 

97,527,615,466,-  (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus dua 
puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu empat ratus enam 

puluh enam rupiah). 



(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 

193,842,621,136,-  (seratus sembilan puluh tiga milyar 
delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh 
satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainya sebagaimana dimaksud  pada 
ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 8,189,092,905,- 

(delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan 
puluh  dua ribu sembilan ratus lima rupiah 

 

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 21 

 
(1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 

ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar 
Rp.4,445,000,650,- (empat milyar empat ratus empat puluh 
lima juta  enam ratus lima puluh rupiah) 

 
10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 22 
 

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 
68,161,528,924,- (enam puluh delapan milyar seratus enam 

puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan 
ratus dua puluh empat rupiah), terdiri  atas: 

a. Belanja modal alat besar 
b. Belanja modal alat angkutan 
c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur 

d. Belanja modal alat pertanian 
e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga 
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 
h. Belanja Modal Alat Laboratorium 

i. Belanja Modal Komputer 
j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 
k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 

l. Belanja Modal Rambu-Rambu 
m.  Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD; 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, direncanakan sebesar   Rp.518,355,350,- (lima ratus 
delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus 

lima puluh rupiah) 
(3) Belanja modal alat angkutan  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1,507,512,200,- 

(satu milyar lima ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu dua 
ratus rupiah) 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 
594,492,086,- (lima ratus sembilan puluh empat juta empat 

ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) 
 

 



(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 116,747,555,- (seratus 

enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus 
lima puluh lima rupiah) 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 
7,251,318,499,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh satu juta 

tiga ratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh 
sembilan rupiah) 

(7) Belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan 
sebesar Rp.1,102,224,805,- (satu milyar seratus dua juta dua 
ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah) 

(8) Belanja modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar 

Rp.42,536,770,200,- (empat puluh dua milyar lima ratus tiga 
puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus 
rupiah) 

(9) Belanja modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 1,587,434,000,- 
(satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus 

tiga puluh empat ribu rupiah) 
(10) Belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf i, direncanakan sebesar Rp. 5,375,700,187,- (lima milyar 
tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu seratus 
delapan puluh tujuh rupiah 

(11) Belanja modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan 

sebesar Rp. 68,699,250,-(enam puluh delapan juta enam ratus 
sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) 

(12) Belanja modal Alat Keselamatan Kerja  sebagaimana dimaksud 

pada   ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 
19,764,150,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh 
empat ribu seratus lima puluh rupiah) 

(13) Belanja modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf l , direncanakan sebesar Rp. 281,483,200,- (dua 

ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga 
ribu dua ratus rupiah) 

(14) Belanja modal belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan 
sebesar  Rp. 1,481,139,050,- (satu milyar empat ratus delapan 

puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh 
rupiah) 

 

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 23 

 
(1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud 

pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar 
Rp.97,527,615,466,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus 
dua puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu empat ratus 

enam puluh enam rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Modal Bangunan Gedung 

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 



(2) Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1)  huruf a, direncanakan sebesar Rp. 95,174,840,748,- 

(sembilan  puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta 
delapan ratus  empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh 
delapan rupiah) 

(3) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud 
pada   ayat  (1)  huruf   b, direncanakan sebesar Rp. 

1,819,999,998,- (satu  milyar delapan ratus sembilan belas juta 
sembilan ratus sembilan  puluh sembilan ribu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan rupiah) 

 
12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 24 
 

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 20 ayat (5), direncanakan sebesar Rp. 
193,842,621,136,-  (seratus sembilan puluh tiga milyar 

delapan ratus empat puluh dua  juta enam ratus dua puluh 
satu ribu seratus tiga puluh enam  rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 

b. Belanja Modal Bangunan Air 
c. Belanja Modal Instalasi 

d. Belanja Modal Jaringan; 
 

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 145,339,280,427,- 
(seratus  empat puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh 
sembilan juta dua  ratus delapan puluh ribu empat ratus dua 

puluh tujuh rupiah). 
(3) Belanja modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat 

 (1)  huruf b, direncanakan sebesar Rp. 35,489,164,709,- (tiga 

puluh lima  milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta 
seratus enam puluh  empat ribu tujuh ratus sembilan 

rupiah). 
(4) Belanja modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2,508,000,000,- (dua milyar 

lima ratus delapan juta rupiah). 
(5) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, direncanakan sebesar Rp. 10,006,176,000,- (sepuluh 
milyar enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah 
rupiah). 

 
13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 25 
 

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 
pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 8,189,092,905,-( 
delapan milyar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan 

puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah), terdiri atas: 
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; 
b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; 

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;  
 

 



 (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 48,878,480,- (empat 

puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu 
empat ratus delapan puluh rupiah 

 (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud 

pada) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1,820,495,900,- (satu 
milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus sembilan 

puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). 
(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud 

pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 6,319,718,525,- (enam 

milyar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan belas 
ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). 

 

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 26 
 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 39,129,867,202, (tiga puluh 
sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus 
enam puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah). 

 
 

15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 30 

 
(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 28 huruf b setelah perubahan penjabaran APBD 
direncanakan menjadi sebesar Rp. 32,206,558,878-( tiga puluh 
dua milyar dua ratus enam juta lima ratus lima ribu delapan 

ratus tujuh puluh delapan rupiah,-)  
 

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai 

berikut: 
           Pasal 31 

 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran 

belanja  daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar 

Rp.(44,030,918,503), (minus empat puluh empat milyar tiga 
puluh  juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga 

rupiah)  
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan   terhadap pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan penjabaran  APBD direncanakan menjadi sebesar 
Rp. 30,176,672,896,- (tiga  puluh milyar seratus tujuh puluh 
enam  juta enam ratus tujuh puluh  dua ribu delapan ratus 

sembilan puluh  enam rupiah). 
 

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yang ini terdiri dari: 
 



 a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan  Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 
c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 

Besaran Hibah; dan 

d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

 
Pasal II 

 

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 
Kota Dumai. 

 

Ditetapkan di  Dumai  
pada tanggal  Februari 2023 

 
WALIKOTA DUMAI, 

 

 
 
 

 
PAISAL 

 
Diundangkan di Dumai 
pada tanggal  Februari 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, 

 
 
                       

 
 
H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si 

NIP. 19651007 198603 1 003 
 

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI E 


